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ABSTRACT

This research aims to see how land title certificates are utilized by transmigrant
communities who have participated in the PTSL program from 2021 and have
businesses. It is hoped that the utilization carried out can increase economic growth
for the community. The sample population used as respondents in this research was
30 people. This research uses qualitative methods. The data collection method used
was a survey method through distributing questionnaires and interviews with
community leaders and village officials. The results of this research show that
financial literacy in the community has a big impact on the development of
businesses run by the community. The financial literacy of the community is quite
high. The PTSL program has an impact on the business development of
transmigrant communities in Sridadi Village. This can be seen from: 1) Changes in
the type and number of businesses, 2) Changes in business capital, and 3) Changes
in business management. Business capital owned by the community increases by
50% - 100% of the previous capital. This change in capital is a positive impact of

the use of certificates by the community.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan
dapat digunakan sebagai sumber penghidupan bagi setiap orang. Manusia
dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tanah juga
merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai filosofis, politis, sosial
ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manusia hidup di atas tanah dan
memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Medaline
dan Moertiono, 2023). Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi
kehidupan manusia sehingga diperlukan tata kelola atau penataan mengenai
pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah. Semua ini tentu saja
bermuara pada pentingnya tanah untuk kesejahteraan manusia. Kebijakan
pembangunan nasional harus mencakup kebijakan dan pengelolaan
pertanahan sebagai komponen yang tidak terpisahkan atau mendasar.

Menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan
Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam ketentuan
menimbang huruf a, ditegaskan bahwa sumber daya agraria/sumber daya
alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa
Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Sumber
daya agraria dan kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu upaya untuk
mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam adalah dengan melakukan
pemerataan penyebaran penduduk. Hal ini penting dilakukan untuk
menciptakan peningkatan taraf hidup. Pemerataan penyebaran penduduk
juga menjadi bagian yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Upaya ini dilakukan pemerintah melalui program transmigrasi (Medaline
dan Moertiono, 2023).



Kata ‘transmigrasi’ berasal dari bahasa latin yaitu trans yang berarti
seberang dan migrare yang berarti pindah. Secara etimologis, transmigrasi
bisa diartikan dengan ‘pindah ke seberang’. Sementara itu merujuk
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(2015), secara konseptual transmigrasi dapat didefinisikan sebagai
penyebaran penduduk dari daerah perkotaan dan pedesaan yang padat
penduduknya ke daerah berpenduduk jarang atau tidak berpenghuni dalam
wilayah pemerintah Indonesia. Sejak zaman kolonial, perpindahan
penduduk ini sudah dilakukan. Program ini baru dilanjutkan kembali oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Program transmigrasi berfungsi
sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan
jumlah penduduk. Program transmigrasi dianggap sebagai instrumen
penting bagi pembangunan (Nova, 2016).

Penduduk Indonesia tersebar tidak merata. Hal ini disebabkan
Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepadatan penduduk dari setiap
pulau-pulau ini berbeda jauh. Pulau Jawa misalnya, dihuni hampir 60% dari
seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tentu saja cukup ironis mengingat daya
tampung Pulau Jawa hanya berkisar 6-7% dari seluruh wilayah Indonesia
(Nova, 2016). Pulau-pulau yang menjadi tujuan program transmigrasi
berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah dan
keseimbangan pertumbuhan antara pusat dan daerah melalui kebijakan
otonomi daerah. Penduduk pulau Sumatera kini menjadi sasaran atau objek
yang diikutsertakan dalam program transmigrasi, selain pulau Jawa.
(Medaline dan Moertiono, 2023).

Pemerintah menyelenggarakan transmigrasi atau perpindahan
penduduk sebagai respons terhadap kekhawatiran akan menurunnya
kesejahteraan masyarakat akibat meningkatnya tekanan penduduk
(Legianai, 2018). Transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk
secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan
transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2009. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan



menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,
pemerintah memberikan status kepemilikan atas tanah yang diperuntukkan
bagi transmigrasi. Gerakan transmigrasi besar-besaran dilaksanakan setelah
tahun 1974. Pembangunan daerah di luar pulau Jawa diperkirakan akan
sangat berkembang melalui program transmigrasi. Seperti yang terjadi di
pulau Jawa, transmigrasi membuka pintu bagi pembukaan lahan pertanian
baru dan koperasi pertanian. Untuk mensukseskan agenda tersebut, pada
tahun 1980 dibentuk kepanitiaan landreform melalui Keppres Nomor 55
Tahun 1980.

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 memunculkan gagasan
“landreform” yang merupakan konsep penguatan dan perluasan
kepemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan petani sebagai prioritas utama. Di bawah julukan baru
“Reforma Agraria”, reformasi pertanahan sekali lagi menjadi pusat
perhatian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Secara hukum, reforma agraria yaitu penataan kembali
kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian,
khususnya tanah (Medaline dan Moertiono, 2023).

Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria merupakan upaya untuk
merestrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini
sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan isi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan
bahwa negara sebagai pemilik kewenangan dalam penguasaan sumber daya
alam termasuk sumber daya agraria dan pemegang tanggung jawab
administrasi pertanahan untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang
hak dalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2017).

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dinyatakan bahwa reforma
agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui

penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat



Indonesia. Pengertian ini dapat disederhanakan menjadi penataan aset plus
penataan akses. Penataan aset dan akses yang dimaksudkan dalam reforma
agraria diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres 86 Tahun 2018.
Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang
penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, penataan akses adalah
pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada
subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang
berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan
masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata hukum dan sejarah, reforma agraria dapat
dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang Dbertujuan untuk
mengintegrasikan program pemerintah dengan masyarakat guna
melaksanakan tujuan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,
pelestarian sumber daya ekonomi, dan peningkatan taraf hidup dan pangan.
keamanan melalui keterlibatan seluruh pihak terkait (Sihombing dan
Lisdiyono, 2017). Tujuan akhir dari kebijakan reforma agraria adalah untuk
menciptakan keadilan dan kesejahteraan (Widodo, 2017). Melalui upaya
mengatasi ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria, dan kesenjangan
sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Ditjen
Penataan Agraria ATR/BPN, 2020; Alvian dan Mujiburohman, 2022). Pada
periode RPJIMN 2015-2019 hingga 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko
Widodo, pelaksanaan reforma agraria terus didorong untuk mencapai target
9 juta hektar lahan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah (Utomo,
2021; Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia kurang lebih terdapat 0,6 Juta Hektar tanah
transmigrasi yang belum bersertipikat, dimana selanjutnya akan dilakukan
legalisasi aset, termasuk pemberdayaan tanah-tanah transmigrasi dalam
akses reform sebagaimana skema program Reforma Agraria yang dimuat

dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Bentuk penataan aset plus akses



dalam Program Reforma Agraria inilah yang menjadi pembeda dengan
Program Landreform tahun 1960. Adapun kerumitan masalah legalisasi
tanah transmigrasi disebabkan oleh sisa-sisa persoalan masa lalu yang
belum diselesaikan, diantaranya: tanah transmigrasi yang belum
dikeluarkan dari kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan status HPL
milik pemerintah daerah dan belum diterbitkan HPL-nya; HPL yang terbit
berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; objek yang dikuasai
masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan/ketidaksesuaian
antara objek dan subjek; perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas
Transmigrasi dengan yang menguasai tanah (peralihan); pemahaman yang
berbeda-beda terhadap regulasi; status tanah berkonflik yang tipologi
konfliknya berbeda-beda; Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah)
yang tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar
peserta); adanya makelar tanah; serta jual beli di bawah tangan (Salim dan
Utami, 2019).

Pelaksanaan legalisasi aset tanah masyarakat transmigran di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) adalah program yang
ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dimana program transmigrasi yang
dimulai pada tahun 1974 dan baru dilakukan legalisasi aset tanah
masyarakat yang dimulai tahun 2018 melalui program pensertipikatan tanah
sistematis lengkap (PTSL). Pelaksanaan legalisasi aset yang dilakukan
dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta dapat
dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Pelaksanaan legalisasi aset
yang dilakukan bisa dikatakan berjalan secara optimal. Hal ini
dimungkinkan karena penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat sudah
dilakukan secara turun temurun, sehingga baik subyek maupun obyek dari
tanah sudah jelas (Yusup dan Giyarsih, 2015). Program legalisasi aset tanah
transmigrasi mendorong peningkatan usaha dalam pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan untuk mendalami pemanfaatan
sertipikat pasca dilakukannya legalisasi aset khususnya bagi masyarakat

transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU



Timur. Penelitian ini menjadi penting karena akan menganalisis
pemanfaatan sertipikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat transmigran.
Penelitian ini mengambil judul “Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas
Tanah Pasca Legalisasi Aset Pada Masyarakat Transmigran Untuk
Pengembangan Usaha Di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”.

. Rumusan Masalah

Bagi para transmigran, tahun 2018 menandai tonggak sejarah
pertama setelah reformasi yang mereka tunggu-tunggu dalam penerbitan
sertifikat tanah. Hal ini mengacu pada amanat TAP MPR Nomor
IX/MPR/2001 tentang pengelolaan sumber daya alam dan reforma agraria.
Untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, pemerintah bertujuan untuk
mencapai pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria. Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah
dalam mewujudkan Nawacita Kementerian ATR/BPN yang berkaitan
dengan pengaturan dan perlindungan kepemilikan, penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung
didalamnya.

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dinyatakan bahwa salah satu
objek legalisasi aset program reforma agraria adalah tanah-tanah
transmigrasi yang belum bersertipikat. Menyambung hal tersebut, dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 khususnya pasal 29 ayat 4
disebutkan bahwa tanah-tanah yang diberikan kepada masyarakat
transmigran merupakan tanah dengan status hak milik. Pada Pasal 6
disebutkan bahwa dalam hal jenis transmigrasi umum (TU) dan transmigrasi
swakarsa berbantuan (TSB) dengan pola usaha pokok pertanian tanaman
pangan dan/atau perkebunan, transmigran atau penduduk setempat yang
pindah ke permukiman baru diberikan bidang tanah paling sedikit 2 (dua)
hektar.



Harashta dan Mazlan (2022) memberikan gambaran tentang
pemanfaatan sertipikat dengan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat
transmigran di Desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten
Rokan Hulu. Medaline dan Moertiono (2023) menunjukkan bahwa
legalisasi aset tanah transmigrasi sangat membantu dalam menunjukkan
sebaran tanah transmigrasi yang ada di Sumatera Utara. Hal ini berguna
untuk meminimalisir sengketa dan mendukung program penataan akses
yang akan dilakukan.

Penggunaan sertifikat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti
kurangnya rencana penggunaan modal, opini masyarakat terhadap berbagai
pilihan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan, dan rendahnya
kepercayaan terhadap lembaga penyedia modal (Monsaputra, Munibah dan
Panuju, 2022). Dengan begitu perlu dilihat bagaimana pemanfaatan
sertipikat hak atas tanah yang dilakukan masyarakat transmigran di desa
Sridadi. Pemanfaatan yang dilakukan sebagai upaya dalam pengembangan

usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Mengetahui literasi finansial masyarakat transmigran di Desa
Sridadi;

b. Mengetahui perubahan jenis dan jumlah usaha sebelum dan sesudah
pemanfaatan sertipikat yang dimiliki masyarakat;

c. Mengetahui perubahan modal usaha sebelum dan sesudah
pemanfaatan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh
masyarakat;

d. Mengetahui perubahan pengelolaan usaha sebelum dan sesudah

pemanfaatan sertipikat hak atas tanah.



2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan
baik secara akademis maupun praktis:

a. Manfaat akademis yaitu dapat berkontribusi pada kajian legalisasi
aset pada kluster masyarakat transmigran.

b. Manfaat praktis yaitu dapat berkontribusi bagi Pemerintah Daerah
dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional atau stakeholder dalam melakukan intervensi kebijakan
khususnya berkaitan dengan pendaftaran tanah di wilayah

transmigrasi.



BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masyarakat transmigran di Desa Sridadi menunjukkan literasi
finansial yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari pengetahuan dasar
keuangan, simpanan dan pinjaman serta investasi yang dimiliki masyarakat
Desa Sridadi. Dari 4 variabel literasi keuangan, 75% komponen literasi
dimiliki oleh masyarakat, sebaliknya hanya 25% variabel literasi keuangan
yang belum dimiliki masyarakat Desa Sridadi yaitu proteksi atau asuransi.
Tingkat literasi keuangan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa
masyarakat pelaku usaha memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini
sejalan dengan konsep dasar bahwa semakin melek finansial seseorang
semakin baik pengelolaan keuangannya. Melalui pengelolaan keuangan
yang baik inilah kesejahteraan finansial dapat tercapai.

Pemanfaatan sertifikat tanah berpengaruh pada pengembangan
usaha masyarakat transmigran di Desa Sridadi. Hal ini dapat dilihat dari: 1)
Perubahan jenis dan jumlah usaha, 2) Perubahan modal usaha, dan 3)
Perubahan pengelolaan usaha. Perubahan jenis dan jumlah usaha hanya
terjadi pada 10% usaha yang ada yaitu usaha distributor plafon. Sementara
itu, perubahan modal usaha terjadi pada semua jenis usaha. Modal usaha
meningkat 50% - 100% dari modal sebelumnya. Hasil tersebut menunjukan
hipotesis dalam penelitian yang dilakukan diterima (Ha diterima dan Ho
ditolak). Terdapat perubahan modal usaha sesudah pemanfaatan sertipikat
hak atas tanah yang dilakukan masyarakat. Perubahan pengelolaan usaha
juga terjadi pada peningkatan biaya produksi. Selain peningkatan biaya
produksi, jangkauan pemasaran dari usaha yang dijalankan masyarakat juga
mengalami peningkatan. Terdapat 13 (tiga belas) usaha atau 45% usaha
yang mengalami peningkatan. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh
masyarakat belum diikuti dengan peningkatan media pemasaran atau
penggunaan platform digital. Keterbatasan pengetahuan membuat

penggunaan platform digital belum dijalankan oleh masyarakat.
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B. Saran

Implementasi PTSL di Desa Sridadi merupakan salah satu catatan
keberhasilan dari pelaksanaan pensertipikatan tanah pada masyarakat
tranmigran yang ada di Kabupaten OKU Timur. Hal ini dapat dijadikan
rujukan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah yang bersinggungan
dengan masyarakat transmigran sangat dinanti bagi mayarakat sekitar, tidak
selalu menimbulkan penolakan antara masyarakat asli dengan masyarakat
transmigran yang ada di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan program
pensertipikatan tanah di Desa Sridadi, peran aktif pemerintah desa bersama
masyarakat desa sangat berpengaruh, sehingga dalam program
pensertipikatan tanah di Desa Sridadi berjalankan dengan baik.

Setelah program sertifikasi PTSL dilaksanakan, Dinas Perdagangan,
Koperasi, dan Usaha Mikro bersama Kantor Pertanahan Kabupaten OKU
Timur harus memberikan dukungan dan pemberdayaan terkait penggunaan
sertifikat hak atas tanah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi,
kebijaksanaan, dan pemahaman yang dibutuhkan para pelaku usaha dalam
menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman
untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut
diharapkan dapat menghasilkan kemakmuran dan kemungkinan menambah

modal bagi pelaku usaha.
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